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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang 

 

Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) mengemukakan definisi Administrasi 

Publik sebagai berikut: 

“Bahasan ilmu sosial yang merujuk pada kegiatan dalam mencapai tujuan 

negara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal 

yang berkaitan dengan kebijakan publik. Administrasi publik bentuk kerjasama 

yang dilakukan oleh lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 

untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.” 

 

Adapun peran administrasi publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia agar mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas 

pemerintahan, sumber daya manusia di Indonesia masih kurang berkualitas dalam 

bersaing salah satunya di bidang Jasa Konstruksi. 

Menurut Djoko Triyanto (2004) menyatakan Jasa Konstruksi sesungguhnya 

merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi 

menjadi arena pertemuan antara penyedian jasa dan penggunaan jasa. 

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2017 mengemukakan Jasa Konstruksi 

sebagai berikut: 

“layanan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Sektor Jasa 

Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang 

berfungsi sebagai pendukung sarana dan prasarana aktivitas sosial ekonomi 

kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 

Pengertian Jasa Konstruksi juga merupakan suatu kegiatan untuk membangun 

sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan 

gedung (building construction), instalasi mekanikal ataupun elektrikal, dan 

pembangunan.” 

 

Sektor konstruksi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

pembangunan infrastruktur sehingga mendukung terjaminnya keberlanjutan 

pembangunan tersebut dan terus dikembangkan agar lebih inovatif dan produktif  
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dalam menghasilkan. Penyediaan Jasa Konstruksi adalah Tenaga kerja konstruksiatau 

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang kegiatannya menyediakan layanan Jasa Konstruksi 

baik itu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pegawas konstruksi. 

Di Jasa Konstruksi pembangunan infrastuktur beberapa tahun terakhir masih 

kurang efektif, tenaga kerja di bidang konstruksi masih banyak yang belum sertifikasi 

karena masih kurangnya pengetahuan informasi di media cetak maupun media massa, 

kurangnya pemahaman atau keinginan dari pekerja itu sendiri dan masih kurangnya 

arahan dari pemerintah untuk lebih memperhatikan tenaga kerja di bidang konstruksi. 

Sehingga banyak proyek pembangunan yang dilakukan, khususnya proyek strategis 

nasional menggunakan tenaga kerja dari Pulau Jawa dikarenakan kontraktor kesulitan 

dalam mendapatkan tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikasi. 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada atas 

kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, 

pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Dalam penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan  

kebijakan, penyelenggaran kebijakan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta 

penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Untuk menyediakan 

data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa 

Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Salah satu lembaga 

membantu pemerintah dalam mewujudkan tenaga kerja berkualitas adalah LPJK 

(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). 

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah organisasi penyelenggara 

peran masyarakat Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengembangan Jasa 

Konstruksi dan menetapkan standar kemampuan Badan Usaha dan Tenaga Kerja Jasa 

Konstruksi. Tugas pokok LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi): 
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1. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi. 

 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi. 

 

3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, 

kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja. 

4. Mndorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilaian ahli di 

bidang Jasa Konstruksi. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan 

atau perkembangan dan mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing 

tinggi yang lebih berkualitas dalammewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia 

Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untukmewujudkan peningkatan 

partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi. 

Sertifikasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi Bab I Pasal 1 memiliki pengertian sebagai berikut: 

1. Sertifikasi Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan 

kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil 

penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. 

2. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikasi Kompetensi 

melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional 

Indonesia, standar internasional dan standar khusus. 

3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga 

kerja konstruksi. 
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4. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha 

perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. 

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas Tenaga Kerja Konstruksi yang 

bertujuan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Bab II 

Pasal 3 sebagai berikut: 

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk 

mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing yang tinggi, dan 

hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas. 

2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin 

kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam 

menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi. 

 

4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik 

dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. 

5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik. 

 

6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi. 

  
 

Gambar 1.1 Kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Di Kota Palembang. 
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12.500 

X 100 = 61,6% 

203.000 

Jumlah Tenaga Kerja di bidang Jasa Konstruksi tahun 2019 sebagai berikut: 
 

Gambar 1.2 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa 203.000 jumlah Tenaga Kerja 

Konstruksi di Bidang Jasa Konstruksi di Kota Palembang akan tetapi yang sudah 

memiliki Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sejumlah 12.500, jika dipersentasikan 

sebesar 61,6%. 

Sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang belum bersaing 

mengakibatkan pekerja konstruksi di Kota Palembang masih sedikit yang memiliki 

sertifikasi, sedangkan kebutuhan dibidang konstruksi sangat banyak yang 

membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan unggul. Sehingga Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong peningkatan kualitas sumber 

daya manusia di bidang konstruksi dengan adanya sertifikasi tenaga kerja konstruksi. 

Untuk mewujudkan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikasi agar memiliki 

daya saing yang unggul, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Palembang sebagai penyelenggara bekerjasama dengan Balai Jakon wilayah II, LPJK, 

dan Stakeholder yang terkait dalam melakukan Pelatihan dan Sertifikasi gratis bagi 

Tenaga Kerja Konstruksi. Dalam menjalankan percepatan Jasa Konstruksi agar dapat 

mempunyai target bersertifikasi, Gubernur Sumatera Selatan No 560/0465/DPKP-

SS/2019 untuk mewajibkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi pada 

seluruh pekerjaan di bidang konstruksi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera 

Selatan dan mengeluarkan Surat Edaran yang ditunjukan kepada seluruh 

Bupati/Walikota untuk pekerja Jasa Konstruksi. Surat Edaran direspon oleh Walikota 

Kota Palembang, dengan mengeluarkan Surat Edaran Jasa Konstruksi Nomor  
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64.A/SE/DPUPR/2017 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang 

berisi: 

1. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib 

memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja (Pasal 70 Ayat 1). 

2. Setiap pengguna Jasa atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja  

konstruksi yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja (Pasal 70 ayat 1) 

3. Setiap pengguna Jasa atau Penyedia Jasa yang memperkerjakan tenaga kerja 

Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja dikenai sanksi 

administratif berupa denda administratif atau penghentian sementara kegiatan 

layanan Jasa Konstruksi (Pasal 99 ayat 2). 

Surat Edaran Jasa Konstruksi Nomor 64.A/SE/DPUPR/2017 tentang 

Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Undang-Undang No 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bertujuan untuk mengurangi angka Tenaga Kerja 

Konstruksi yang belum bersetifikasi di Jasa Konstruksi agar lebih maju dan unggul. 

Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan 

menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun serta menjamin tata kelola 

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik dalam menciptakan integrasi nilai tambah 

dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa 

Konstruksi di Kota Palembang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan 

Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Di Kota Palembang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan, masukan dan bisa 

sebagai bahan referensi bagi jurusan Administrasi Publik khususnya konsentrasi 

Kebijakan Publik. 

2. Manfaat Praktis 

 

Sebagai memberikan masukan bagi pihak atau instansi terkait dalam 

melaksanakan Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kota 

Palembang. 
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